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PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Stn

> \ \
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
Pemohon Asli, NIK.9103141404820001, tempat dan tanggal lahir Karya
Bumi, 14 April 1982, umur 41 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
Kabupaten Jayapura, nomor handphone 081250238877,

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

dengan alamat email hasannuddin696@gmail.com,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan
Termohon Asli, tempat dan tanggal lahir Besum, 14 November 1989, umur
34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Kabupaten Jayapura, nomor handphone 082171800767,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum’at, tanggal
22 Agustus 2008 M, yang bertepatan dengan 19 Sya’ban 1429 H, yang
dicatat oleh KUA Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua,
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sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 43/01/IX/2008, tanggal 01 September
2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon di Kampung Karya Bumi, RT016, RWO0O0S8,
Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong selama kurang lebih 11 tahun
dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2
(dua anak) yang bernama:

a. Anak 1, tempat dan tanggal lahir Karya Bumi, 14 Oktober 2009, umur
13 tahun;

b. Anak 2, tempat dan tanggal lahir Karya Bumi, 15 Oktober 2013, umur 9
tahun;

Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon
telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran
pada tahun 2018, yang disebabkan karena Termohon selalu marah-marah
dengan Pemohon tanpa sebab dan Pemohon merasa bahwa sikap dan
perilaku Termohon telah berubah menjadi acuh tak acuh kepada
Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon terjadi pada bulan Juni 2019, dikarenakan Pemohon
mengetahui jika Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki
lain, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
tanpa sebab dan membawa pergi uang Pemohon dengan jumlah kurang
lebih Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dan sejak saat itu antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksakan kewajiban suami istri
hingga sekarang;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk

menasehati Pemohon dan Termohon;
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7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah
tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik
mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sentani Cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan
Agama Sentani;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah
hadir di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasa hukumnya, walaupun telah dipanggil melaui relaas
panggilan kepada Termohon dengan nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Stn yang
telah disampaikan secara resmi sah dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas
pertanyaan Majlis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan

Pemohon;
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Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan, NIK:
9103141404820001, tanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Nimboran, Kabupaten
Jayapura. Bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura,
Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan Paman
Termohon;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah
pada tahun 2008;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di
Kampung Karya Bumi, selama 11 tahun,dan menjadi kediaman
bersama terakhir;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini telah

dikaruniai 2 anak;
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-Bahwa saksi tahu bahwa sejak tahun 2018 dan Termohon bertengkar
dan berselisih paham yang disebabkan Termohon suka marah-
marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan Termohon
mempunyai pria idaman lain;

-Bahwa saksi mengetahui sejak tahun Juni 2019 Termohon pergi
tanpa sebab hingga sekarang pisah selama 3 tahun;

-Bahwa saksi dan keluarga pernah memediasi dan merukunkan
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi Il : Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Setelah Saksi
bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan tetangga
Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah
pada tahun 2008;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di
Kampung Karya Bumi, selama 11 tahun,dan menjadi kediaman
bersama terakhir;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini telah
dikaruniai 2 anak;

- Bahwa saksi tahu bahwa sejak tahun 2018 dan Termohon
bertengkar dan berselisih paham yang disebabkan Termohon suka
marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan
Termohon mempunyai pria idaman lain;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun Juni 2019 Termohon pergi
tanpa sebab hingga sekarang pisah selama 3 tahun;

- Bahwa saksi dan keluarga pernah memediasi dan merukunkan

Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap
ingin bercerai dengan segala konsekwensinya, dan mengajukan hal lain lagi
dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati
Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun
upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal,
semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat
terlaksana karena Termohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan
ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang
sah dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah, meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan
tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan
tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan
Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
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kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg
permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan
hujjah syar’iyyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya’ Juz Il
halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya,

sebagai berikut:
Laaa>] giiol L8 oSl Gudzo 9 uzeill Jla| o 2V
Lle ade oS5 858l o liazl oS0 ey L3s ax

Artinya : “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek.”.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang
pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan tinggal bersama namun sejak beberapa tahun terakhir antara
Pemohon dengan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran
disebabkan beberapa permasalahan, yang berakhir Pemohon dan Termohon
sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai
sekarang selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,
Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di
persidangan, meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara
khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam
kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana
maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon
mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang

termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1)

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan

mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonanya Pemohon
mengajukan alat bukti tulis yang ditandai dengan bukti P.1 dan bukti P.2, dan
terhadap bukti-bukti tertulis tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut
mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai
dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan
berdasarkan domisili tersebut yang mana bertempat tinggal di Kabupaten
Jayapura, dan pula ternyata Termohon tinggal juga di Kabupaten Jayapura,
maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan bukti autentik
perkawinan, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian
sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bukti tersebut dap|[at
menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan
sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pemohon
dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan

Saksi 2, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon
dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi tersebut telah datang
menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg.,
dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah
sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian
(vide Pasal 175 R.Bg.), dan selanjutnya akan dipertimbangkan Materilnya;
Menimbang kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan
bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,
mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai 2
anak, bahwa sejak beberapa tahun terakhir Pemohon dan Termohon
bertengkar dan berselisin paham dan mengalami keretakan, yang disebabkan
karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, dan Termohon selingkuh /
punya laki-laki lain, yang akhirnya telah pisah ranjang dan pisah tempat
tinggal sejak 1 tahun lalu;
Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon yang saling
bersesuain, dan adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri,
dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,
sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga
dapat diterima sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-
surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta yang kemudian
ditarik oleh Hakim sebagai fakta hukum yaitu :
1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah
dikaruniai 2 anak;

2.Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun sebagai suami istri
namun sejak tahun 2019 rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

3.Bahwa perselihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon
tidak taat kepada Pemohon, dan Termohon selingkuh / punya laki-laki lain;

4.Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang

sejak 3 tahun lalu;
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5.Bahwa pihak keluarga dan kerabat dekat telah berusaha memediasi perkara
ini namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi, telah
memberikan petunjuk yang cukup tentang kondisi rumah tangga Pemohon
dan Termohon. Meskipun masih terikat dalam perkawinan sebagai suami
isteri, nyatanya Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama lebih
dari 1 tahun berturut-turut, selama itu pula keduanya tidak menunjukkan
indikasi akan bersatu kembali membina rumah tangga, bahkan keduanya
sudah tidak saling mempedulikan lagi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa bila dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami
istri sah tidak mau hidup satu atap lagi dalam kurun waktu yang lama dan
selalu berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri
yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (marriage
breakdown/broken home), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh
karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena
tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah
mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus
diputuskan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor
hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi
berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga
yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan
hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang
demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,
maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai
perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar
daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi
bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan
tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-

sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan
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tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-
Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Jzzs ] |345M.J l:lsjlpgumua oST 315 1wl o5
u_g).io.u p_g.n.lul.:y -JJ.) ._,\Sul a.o:J_9=o§ m.aS.Lu

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian

merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam
keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana
tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian
dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikannya
pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam
Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz | halaman 83 yang memiliki
arti :
“Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara
yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor

: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan sebagai berikut :
“suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah,
dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan
sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian
dengan cara yang baik;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, karena itu permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan (Vreem de

Oozak), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat

perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan
Agama Sentani;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Selasa
tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram
1445 Hijriyyah oleh Huda Lukoni, S.H.l., S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal,
putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim
tersebut dengan dibantu oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
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Hakim Tunggal,
ttd
Huda Lukoni, S.H.l., S.H., M.H.
Panitera Sidang,
ttd
Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp30.000,00

- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp180.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah).
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